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ABSTRAK

Suatu tindak pidana membunuh satwa di lindungi merupakan kejahatan
yang cenderung sering terjadi saat ini di Indonesia yang umumnya pelaku
melakukan sebab mendapat dorongan atau termotivasi dari pemenuhan kebutuhan

Deayat (2) Jo
Konservasi

ur dan juga
akukan telaah
, literatur dan
satwa yang di

Negeri Re
pertanyaan
memanfaatl
peraturan p
lindungi.

; patif-Empiris yaitu
metode pen: ' > M€ Y 1S ' yang kemudian
didukung deBgafik pe ta i8Wan# diperoleh dari
responden. ) ; i ‘ eneliti
memberikan ’ - ] ‘ 0 #an terhadap tindak

Y

. Qunjt an pasal 40 ayat
(2) jo pasal 2 & Sdtahun 1990 tentang
konservasi sumbegida¥? an e Jopdsal 55 ayat (1) KUHP

120207 PN Rot sudah efektif
R :

para aparat penegak hukum dalz an pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat
(2) huruf a dan b UU RI nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) KUHP yakni ketidakpuasan
masyarakat terhadap hasil putusan perkara nomor 303/PID.B/LH/2020/PN.Rgt,
ekonomi yang dijadikan alasan pelaku bertindak membunuh satwa yang di
lindungi demi memenuhi kebutuhan, serta di nilai adanya komplotan atau
persekutuan daripada pemburu satwa yang di lindungi.

Kata Kunci: Turut serta

1X
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ABSTRACT

A criminal act of killing protected animals is a crime that tends to often
occur today in Indonesia, where the perpetrators generally do it because they are
motivated or motivated by meeting the needs of life which are relatively difficult.

Justice fo ; DIOT Q107 Sepd ﬂ ing, and law
sdiction of the

ch method that

bines elements
a or empirical
riptive in nature,

the researche o0 lile e 1 Wthe review of the
crime of particig@ii ] : 1 :
Based on'the dy, it i < )lication of Article

40 paragraph
the Republic of

letters a and b of
the conservation of
)ction with Article 55
paragraph (1) of the / * ase No. 303/ Pid.B/ LH/

taking into account the elements d in the article. An obstacle that
becomes an obstacle for law enforcement officers in implementing article 40
paragraph (2) in conjunction with article 21 paragraph (2) letters a and b of the
Republic of Indonesia Law Number 5 of 1990 concerning the conservation of
living natural resources and their ecosystems in conjunction with article 55
paragraph (1) of the Criminal Code namely the public's dissatisfaction with the
results of the case decision number 303/PID.B/LH/2020/PN.Rgt, the economy is
the reason the perpetrators act to kill protected animals to meet their needs, and it
is considered that there are gangs or alliances rather than hunters of protected
animals.

Keywords: Participate
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semua orang sama di hadapan hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus yang menjadi acuan tertinggi

(KBBI)

Tempat Kejadian Perkara ( TKP )

dalam kaidah bahasa Indonesia yang baku.
Tempat di mana suatu tindak
pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-

tempat lain di mana tersangka dan/atau
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korban dan atau barang-barang bukti yang

berhubungan dengan tindak pidana

tersebut dapat ditemukan

Standar Operagional P osedur yang

(SOP) banisasi atau
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BAB1

PENDAHULUAN

dan pemer

keseluruhan a8gt idupam, baik pa vial, b plitik, maupun di

ini, sering disalah gunakan sehingga tanpa sadar memberi peluang terjadinya
kejahatan yang semakin tinggi kapasitasnya dan maraknya pelanggaran pidana
yang semakin bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman. Tindak pidana
umumnya dilakukan pelaku kejahatan atas dasar adanya dorongan atau motivasi
untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang relative sulit untuk dipenuhi. Kejahatan

dapat dilihat sebagai istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan, yang
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pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana di hampir semua peraturan
perundang-undangan. Dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana

maka perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

di dunia yang menyimpan begith eanckaragaman jenis satwa langka.
Menurut rilis terakhir dari International Union for Conservation of Nature
(IUCN) pada tahun 2011 memperkirakan terdapat sebanyak 300.000 jenis satwa
liar yang berhasil diidentifikasikan di Indonesia. Jumlah tersebut mencakup

sekitar 17% dari total jenis satwa liar yang masih tersisa di dunia.
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Gajah Sumatra (Elaphas Maximus Sumatranus) merupakan hewan
mamalia terbesar dan salah satu peninggalan masa purbakala yang masih ada.

Saat ini sebagian besar habitat gajah terdapat di benua Afrika dan Asia. Akan

tetapi, spesies gaj S14 Busaatra dan Kali ; Wi mengalami tingkat
) 2
P‘ b TR S ) .Q@

patra masuk

iki, memelihara,
gi dalam keadaan

ang d ttu tempat di Indonesia ke
tempat lain di dala & E}_ '%u‘ﬁ’y“

d. Memperniagakan, meny cmiliki kulit, tubuh, atau bagian-
bagian lain satwa yang dilind®fig1 atau barang-barang yang dibuat dari
bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di
Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau

memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.”

Salah satu bentuk kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar adalah
perburuan satwa yang terjadi karena rusaknya habitat satwa dan kaitannya dengan
Perdagangan ilegal satwa liar di lindungi. Tingginya nilai keanekaragaman hayati

di Indonesia tidak menjadikan perlindungan satwa dan tumbuhan menjadi
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prioritas pemerintah. Hal ini terlihat dari maraknya perburuan yang menyebabkan
penurunan populasi satwa liar di habitatnya, bahkan dapat menyebabkan

kepunahan satwa.

antaranya mcpy ; buha 2 apisckian banyak

kasus kej E J:*" o)) a nulis tertarik untuk
meneliti te ) seekor gajah
sumatera y Indragiri Hulu
(Inhu) yang )3 / Pid.B /LH /
2020/ Pn “ as Ucok bin (

melakukan perbuatan dengan nuh satwa yang dilindungi. Anwar
Sanusi bukan kali pertama di jatuhi pidana penjara, namun telah beberapa kali

terjerat pada kasus serupa yakni pada kasus perburuan gajah Sumatera.
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Tabel 1.1

Kasus Anwar Sanusi

0“ f

dan denda
a puluh juta

N\
L

sebesar
piah ) dengan

@ denda tersebut
11' dengan pidana

=N

April 2020 derbuatan dengan
hsatiwa yang dilindungi

Whid dengan pidana

Cntuan apabila denda tersebut
kecamatan dibayar diganti dengan pidana
kelayang kab. | kurungan selama 6 ( enam ) bulan.

Indragiri hulu

Adapun Tindak kejahatan melukai bahkan membunuh satwa yang di
lindungi akan di sanksi atau dapat ancaman pidana sebagaimana yang telah

dicantumkan dalam Bab XII (Ketentuan Pidana), pada Pasal 40 ayat 2 UU RI
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Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya yang berisi:

“Barang siapa dengan
sebagaimana dimal
(3) dipidana dg

sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
A Pasal 21 ayat (1).e ) serta Pasal 33 ayat

1l praana p ma .o ﬁi ]
R0k ek b ."

N
n s
diajukan d S'r 2
tentang ke '
&
12l

bahwasanyzé

perkara tindak pidana tersebut.

Pada hakekatnya yang dikatakan oleh pelaku adalah orang yang
melakukan tindak pidana itu dalam arti orang yang dengan sengaja atau tidak
sengaja, sebagaimana diharuskan oleh undang-undang, telah menimbulkan akibat

yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik yang bersifat subjektif maupun
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sebagai unsur objektif, terlepas dari apakah keputusan untuk melakukan kejahatan

itu atas inisiatif sendiri atau tidak oleh mosi pihak ketiga.

Seperti diketahwi, kata penyertaan (Deelpeming) ditemukan dalam

“1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang
turut serta melakukan perbuatan;

2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,
ancaman atau penyesatan,atau dengan memberi kesempatan, sarana
atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya
melakukan perbuatan

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan sajalah
yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya”.
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Dapat dipidana dengan pembantu kejahatan sebagaimana diatur pada pasal 56

ialah;

—

Mereka yang sengaja memberi bantuan pada wakty kejahatan dilakukan
Mereka yang i tau keterangan untuk

maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan
b UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP pada Studi Kasus

Perkara Nomor 303/ Pid.B/ LH/ 2020/ PN Rgt ?



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

2. Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan pasal 40 ayat (2) Jo pasal

21 ayat (2) huruf a dan b UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55

b. Mengetahui hambatan dalam penerapan pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat

(2) huruf a dan b UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

pada Studi Kasus Perkara Nomor 303/ Pid.B/ LH/ 2020/ PN Rgt
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lakukan juga memilikj

2. Manfaat penelitian:

Selain tujuan yang telah di uraikan di atas, maka penelitian yang penulis

eberapa manfaat, manfaat tegg@but sebagai berikut:

fitang Konservasi
ayat (1) KUHP

almembunuh satwa

terciptanya suatu konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi

perkembangan hukum di IndOnesia pada masa akan datang.

b. Manfaat dari segi praktis

Berdasarkan praktisnya, penelitian ini diharapkan penelitian ini
bermanfaat mengetahui penegakan Hukum yang telah dilaksanakan oleh

Negara yang berdasarkannya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

10
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mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,

Terhadap kejahatan turut serta melakukan perbuatan membunuh satwa

dilindungi dalam keadaan hidup.

artinya perbuatan, peristiwa, pcle Tindakan. Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud
dengan stafbaar feit itu sendiri, biasanya tindak pidana identik dengan delik, yang
berasal dari kata latin delictum. Istilah Stafbaarfeit atau kadang disebut delik

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. (Moeljatno,

Asas-Asas Hukum Pidana, 2008, p. 61)

11
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Chairul Chuda berpendapat bahwa tindak pidana ialah serangkaian
perbuatan yang berhubungan dengan pidana. Jika diamati dari istilahnya maka

menurut beliau, hanya sifat-sifat perbuatannya yang dianggap kejahatan

2.

4. Waktu, tempat dan keadaan ( unsur objektif lainnya )

Secara umum, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) unsur pidana antara

lain: (Islami, 2014, p. 194)

12
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1. Unsur Subjektif
Unsur subjektif ialah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku

tindak pidana. Asas hukum pidana menyatakan 4An act does not facit reum

( opzet Als

Kesengajaan cinsafan dengan keinsafan akan
kemungkinan ( Dolus Evantualis ). Sedangkan kealpaan terdiri
atas dua, yakni:

e Tidak berhati-hati

e Dapat menduga perbuatan itu

13
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2. Unsur objektif

unsur yang berasal dari luar diri pelaku ialah pengertian dari unsur

objektif. Beberapa ahli dapat menggambarkan elemen yang ada di luar diri

if. Beberapa unsur

‘ ‘ ‘ !‘\“ .’a atang antara

materiil feit ) dan Pe asit atau negative (natalen).

Perilaku aktif adalah suatu bentuk perilaku untuk
mewujudkannya memerlukan bentuk gerak atau gerakan tubuh
atau bagian tubuh sedangkan perilaku pasif adalah bentuk perilaku
yang tidak melakukan aktivitas tertentu dari tubuh atau bagian

tubuh yang ada di dalamnya. keadaan tertentu, harus melakukan
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tindakan aktif, dan dengan tidak melakukannya, seseorang dituduh
memenuhi kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan Hukum

alah suatu unsur
mental orang

arena itu unsur

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana
yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku di mana tindak
pidana itu dilakukan. Unsur-unsur keadaan yang menyertai dalam
kenyataan merumuskan suatu tindak pidana dapat berupa:

a. Tentang cara melaksanakan perbuatan
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b. Tentang cara untuk dapat melakukan aksi

c. Mengenai obyek tindak pidana;

d. Mengenai subyek tindak pidana;

itu delik yang

yang berhak

dipidana karena perbuataan tersebut tidaklah melanggar hukum.

Setiap sistem hukum harus dengan berbagai cara membuat pengaturan

tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang-orang yang telah melakukan
kejahatan. Pendekatan yang berbeda mengenai cara sistem hukum merumuskan
pertanggungjawaban pidana memiliki pengaruh baik dalam konsep maupun

implementasinya. Baik di negara civil law maupun common law,
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pertanggungjawaban pidana pada umumnya dirumuskan secara negatif. Artinya,
dalam hukum pidana Indonesia seperti halnya civil law system lainnya, undang-

undang sebenarnya merumuskan kondisi yang dapat menyebabkan pembuatnya

atau

Anggung jawab

itan pihak yang

A. Adanya suatu tindak P16

Moeljatno menjelaskan dalam bukunya berjudul Asas-asas
hukum pidana bahwasanyan unsur perbuatan merupakan salah satu
unsur pertanggungjawaban pidana yang sangat penting karena
seseorang tidak dapat dipidana jika tidak melakukan suatu perbuatan
sedangkan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang

oleh undang-undang, hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita

17
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anut. Asas legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege

poenali berarti suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak ada

undang-undang atau peraturan yang melarang perbuatan tersebut.

disengaja dan kealpaan ialah kesalahan yang dilihat dari sudut norma-
norma hukum pidana.
1) kesengajaan

Mengenai unsur kesengajaan, tidaklah perlu
membuktikannya bahwa pelaku menyadari bahwasanya perbuatan

itu diancam oleh hukum, cukuplah dengan membuktikan bahwa
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pelaku melakukan perbuatannya dengan sengaja dan mengetahui
akibat dari tindakannya. Saat ini telah berkembangnya dalam

yurisprudensi dan doktrin terkait kesengajaan ini, sehingga

kesengajaan yakni

SNt '0.

‘@

‘\\\\\\\\\““
B

e
B
a
3

begitu menginginkan akibat dari perbuatannya, tetapi
pelaku sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat

mungkin juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan

tindakan tersebut dan mengambil resiko.
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2) Kealpaan
Ketentuan hukum pidana itu sendiri tidak mendefinisikan

kelalaian atau pengertian dari kealpaan. Maka untuk memahami

per i beberapa para ahli

‘ ‘ ‘ “!“ .QG dalah suatu

tidak dapat dipidana karena melakukan tindak pidana. Seseorang yang
mebuat kejahatan pidna tidaklah bisa dimintai pertanggungjawaban
terhadap perbuatan yang telah dilakukannya jika tidak ada unsur
kesanggupan untuk ia mempertanggungjawabnya yanh sebagaimana
dimaksud pasal 44. Ketidakmampuannya untuk bertanggung jawab

jika ada kesalahan pada pelakunya, ada ada 2 kesalahan yaitu;
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1. Pada masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat

intelektual, yang mempengaruhi pelaku untuk membedakan

perbuatan baik dan perbuatan buruk.

dan ia tidak bisa melakukan tindakan apa pun melainkan kejahatan,
bahkan jika itu tidak diinginkan. Maka dalam perbuatan ini, pelaku
harus menempuh jalur hukum. Itu tidak dihindari oleh pelaku, bahkan
jika itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal ini dilakukan oleh

seseorang karena faktor eksternal (Huda, 2006, p. 116)
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Faktor-faktor di luar dirinya atau pikirannya menghalangi
pelaku pidana untuk melakukan hal lain untuk menghapus

kesalahannya. Artinya, dalam hubungan ini ada alasan untuk

ini, seseorang

dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana bermaksud bahwa ia

dapat dihukum dalam hukum pidana (Lewokeda, 2018)

Pertanggung jawaban pidana mengandung pengertian bahwa
pelaku yang dimintai pertanggung jawaban pidana wajib memiliki
kemampuan untuk tanggungjawab ( toerekeningsvatbaarheid ) . Maka dari

itu, haruslah terlebih dahulu memahami keterkaitan antara keadaan
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kejiwaan seseOrang dengan perbuatan yanh dilakukan orang tersebut
mampu dipertanggung jawabkan. Kondisi kejiwaan seseOrang haruslah

sedemikian rupa hingga kOndisi kejiwaan menjadi akar untuk menilai

(2) Jika ternyata tindak & 1tu tidak dapat dibebankan kepada
pelaku karena pertumbuhan intelektualnya terhambat atau
terganggu oleh penyakit, hakim dapat memerintahkan agar orang
tersebut dirawat di rumah sakit jiwa sebagai masa percobaan.

(3) Ketentuan ayat kedua hanya berlaku untuk Mahkamah Agung,
Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri”

Hakikatnya, dalam pasal 44 ayat (1) KUHP menetapkan

ketentuan yang apabila seseorang dianggap tidak mampu memikul
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tanggung jawab, yakni haruslah terpenuhinya ketentuan-ketentuan

sebagai berikut;

oleh dokter kejiwaan (pstt faka saat penyidik menemukan bahwa
keadaan kejiwaan pelaku tindak pidana yang telah ditentukan dalam pasal
tersebut, penyidik dapat meminta bantuan dari dokter kejiwaan (psikiater)
yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan. Namun dalam hal ini, untuk
menentukan bahwasanya pelaku tindak pidana dapat bertanggung jawab
atas perbuatannya atau tidak itu merupakam kewenang dari hakim di

persidangan.
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2. Kemampuan Bertanggung Jawab di luar KUHP

Dalam praktek penegakan hukum, kemampuan bertanggungjawab

hanya didasarkan pada Pasal 44 KUHP, maka dalam keadaan ini akan

aan yang

tercantum

( gedeelijkt
ang tidak dapat

dalam keadaan

pertanggungjawaban pidananya*atas kejahatan yang telah diperbuatnya.

Dalam praktiknya, kurangnya kemampuan bertanggungjawab ini biasanya
menjadi alasan yang dapat meringankan tanggung jawab pidana (Tongat, 2008, p.
234). Artinya, pelaku tindak pidana masih dapat dimintai pertanggungjawaban

atau dihukum.
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E. Konsep Operasional

Untuk menghindari berbagai penafsiran yang menimbulkan penyimpangan

atau kesalahpahamg dap istilah-istilah yang aan dengan judul skripsi

bacai batasan

belanda yaitu strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata yakni straf,
baar dan feit. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari
strafbaar feit, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum.
Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu

untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan

perbuatan (chazawi, 2014).
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Pompe merumuskan bahwa suatu straffbaar feit itu sebenarnya adalah
tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan

undaang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum

pidana ) yang berarti b ¢ masing pembuat atau setidaknya

mereka itu melaksanakan unsur-unsur strafbaarfeit tersebut. (huda, 2017)

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa yang dikatakan dengan
turut serta melakukan yaitu ikut atau berpartisipasi dalam melaksanakan

unsur-unsur yang terkandung pada tindak pidana yang di rencanakan yang
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dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku atau beberapa orang untuk

mencapai tujuan.

Di lindungi

Istilah di lindungi ini dapat diartika sebagai sesuatu kawanan atau
wilayah yang di jaga serta dipelihara oleh pihak yang berwenang dengan
mempertahankan nilai-nilai lingkungan alaminya, lingkungan social
budayanya atau hal-hal yang serupa dengan itu, demi tidak terjadi

kekeliruan ataupun kejadian yang tidak diinginkan.
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g. Keadaan hidup

Hidup menurut kamus besar bahasa Indonesia ( KBBI ) menyebut

bahwa yang dapat dikatakan hidup yakni masih terus ada, bergerak dan

Studi kasus sebagaiit¥ an oleh merriam & tisdell (2015)
sebagai diskripsi dan analisis medalam dari bounded system. Studi kasus
penelitian bertujuan untuk menguji pertanyaan dan masalah penelitian,
yang tidak dapat dipisahkan antara fenomena dan konteks dimana
fenomena tersebut terjadi. Studi kasus digunakan untuk memberikan

pemahaman akan sesuatu yang menarik perhatian, proses social yang
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terjadi, peristiwa konkret atau pengalaman orang yang menjadi latar dari

sebuah kasus (unika prihatsanti, 2018).

Perkara Nomor 303/PID.B/LH/2020/PN.RGT

j.

L\ el

eperti menilai,

S EL LY

ebih akurat dan

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian Observasional
research, ialah penelitian yang dilakukan melalui investigasi untuk
mengumpulkan data primer yang didapat dari responden. Artinya peneliti
melakukan penelitian secara langsung di lokasi penelitian.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yang

bermaksud bahwa penelitian ini dapat menggambarkan dan menulis fakta
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yang diteliti di lapangan secara jelas tentang tindak pidana turut serta

melakukan perbuatan membunuh satwa dilindungi dalam keadaan hidup

studi kasus perkara 303/Pid.B/LH/2020/PN Rgt.

generalisasi dengan jumlah
kesuluruhan dari unit analisa yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki
kuantitas dan karakteristik tertentu sesuai dengan lokasi penelitian yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Dalam penelitian ini, menentukan populasi diambil dari
keputusan berdasarkan kelompok atau yang mewakili klasifikasi

kepentingan yang sama sebagai populasi sasaran. Sampel merupakan
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sebagian dari populasi, dan seluruh objek penelitian yang dapat dipilih

untuk memudahkan penemuan penelitian. Dengan demikian, populasi dan

sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Responden

4. Jenis Data & Sumber Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data dalam
penelitian ini tergolong ke jenis data kualitatif dimana data yang tidak berbentuk
angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan
tertulis ( UU, Dokumen, dan sebagainya ) yang berupa ungkapan verbal.

Sumber data dalam penelitian ini dapat diuraikan :
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1. Data primer dapat diartikan sebagai data yang diperoleh langsung dari

responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa teknik

wawancara sehubungan dengan permasalahan pokok dari :

1 bahan-bahan

dang- Undang

ervasi sumber

5. Alat Pengumpul Data

Adapun cara penulis untuk mendapatkan segala informasi dan
pengumpulan data mengenai pokok permasalahan tersebut, agar penelitian dapat
mempunyai kualitas yang cukup baik maka pengumpulan data tersebut dapat
dilakukan dengan cara :

a. Wawancara
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Wawancara ialah langkah untuk memperoleh informasi

dengan cara bertanya langsung pada narasumber yang dituju.

Faktor-faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi,

6.

Pada penelitian ini , analisis terkait data yang akan di laksanakan dengan
cara kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka tetapi
lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen, tertulis dan tidak tertulis atau
bentuk-bentuk non angka lainnya. Data yang diperoleh kemudian diolah menjadi
rangkaian kata, dikelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah

dirumuskan tersebut dan dihubungkan dengan data yang satu dengan data yang
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lainnya dengan alasan logika yang kuat, asas-asas maupun norma-norma hukum
dan teori-teori hukum yang kemudian data tersebut menjadi hasil objek penelitian

dan terakhir di analisa. Dengan demikian analisa ini tergantung pada data yang

metode ya

secara ded
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BAB II

TINJAUAN UMUM

pidan ajika
undangan.
Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang

berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-

aturan untuk : (moeljatno 2017)

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh

dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi
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yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan
tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang

ol ‘% 8Ban. laranoan-lais ‘ pat dikenakan atau
e ) TESN S )

adidua bentuk yaitu

KUHP. (syamsuddin 201T1)

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang
pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana yang terdiri dari: (Renggong 2016)

a. Tindak Pidana Umum
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Tindak pidana umum ialah suatu perbuatan pidana yang

pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana.

ggar dan

kaidah dan
vang ditetapkan
Jawan perintah

berlaku dalam

tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil.

Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan yang
dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang
merupakan kejahatan/ Undang-undang/ pelanggaran
(Wetsdelicten), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap

bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru
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dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang-undang di ancam

dengan pidana.

2. Hukum Tindak Pidana khusus

a khusus bisa
tertentu yang

diatur dalam

diatur dalam pasa 0 ketentuan-ketentuan dalam Bab I
sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan
yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan

pidana kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain, misal:

a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi,
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b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang,

¢) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang terorisme

III. Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan/ Sanksi Pidana

Pemidanaan ataupun penghukuman adalah suatu tindakan terhadap
seorang atau para pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan
karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi

berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa, dengan
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kata lain bahwa pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak

mengulangi perbuatannya kembali.

2. Teori Pemidanaan

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas tiga

teori, yaitu :

1) Teori Retribution atau Teori Pembalasan
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Teori pembalasan adalah dasar hukuman harus dicari dari

kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan

bagi orang lain maka si pelaku kejahatan pembalasannya adalah harus

a) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan
kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat.
Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan
pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang
seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku

pidana.
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b) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana.
Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatan inilah yang

harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan

i memperbaiki

hhatan tersebut.

kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang

memenuhi syarat untuk adanya pidana

. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk

pencegahan kejahatan

. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat

mengandung unsur
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f. pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan
tidak dapat

g. diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk

Teori-Teori dan

. (Efendi,

b. Untuk memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si
terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang
berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c¢. Untuk melindungi;
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Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap

perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk

sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di

. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib
masyrakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh
lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana. Teori
gabungan yang menitik beratkan pada pemblasan itu artinya
memberikan hukuman atau pembalsan kepada penjahat dengan

tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana
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masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan

terjamin dari tindak pidana kejahatan. Zevenbergen yang

bependpat bahwa : (Chazaw, pelajaran hukum pidana 2002)

namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap
penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluarnya dari
penjara tidak melakukan tindak pidana lagi. (Andrisman 2011)
Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak
pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri

perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi
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pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang
menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma

mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang

menjadi tidak

an lain, yakni

ain sudah tidak

Di Indonesia dikenal jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan pada pasal
10 KUHP yaitu:
Pidana Pokok yang terdiri dari:
1) Pidana Mati
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 (pnps) Tahun 1964,

diganti menjadi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati di
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Indonesia dijalankan dengan cara tembak mati. Namun dalam pasal 11
KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi

pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan

satu hari dan paling maksimal satu tahun. Sedangkan denda setinggi-

tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecilnya lima puluh ribu

rupiah.
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4) Pidana Denda

Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap

delik-delik zingan, berupa pelanggaran agau kejahatan ringan. Oleh

Pencabutan hak=he cntu dalam hal ini dimaksudkan tidak
semua hak seseorang dapat dirampas. Karena jika semua hak orang
dirampas akan mengancam kehidupan seseorang karena telah
kehilangan semua haknya. Pengenaan pidana tambahan berupa
pencabutan hak-hak tertentu tidak mesti dikenakan di setiap putusan

hakim, pun sama dengan pidana tambahan lainnya. Pengenaan pidana
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tambahan ini harus berdasarkan pertimbangan hukum karena

menyangkut hak orang lain.

ﬂ’ umum, hak

ol

iy

d

F

’ k menjalankan
o
g puan atas anak
g

Dengan catatan

kukan pemecatan

Perampasan barang®barang tertentu mencakup : perampasan
yang mencakup penyitaan terhadap barang yang digunakan untuk
melakukan perbuatan pidana serta perampasan yang mencakup
penyitaan terhadap objek yang berhubungan dengan perbuatan pidana

dan juga perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap hasil

perbuatan pidana atau fructum sceleris.
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KUHP memberikan batasan terhadap pelaksanaan sanksi

pidana perampasan barang-barang tertentu yaitu sebagai berikut:

-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari

<~ Ve

yang bersalah

WYYy,

hanya atas

memasukan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan
barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan peidana
perampasan atas barangbarang itu, juga dalam hal yang
bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, wali atau

pemeliharanya tanpa pidana apapaun.
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3) Pengumuman putusan hakim
Pelaksanaan sanksi pengumuman putusan hakim merupakan

salah satu jenis pidana yang sebenanrnya dianggap sangat berbahaya

sangatlah

konteks

pidana pokok, sehingGa% pidana tambahan ini adalah fakultatif
(artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). Hal ini dikecualikan terhadap
kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250
bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau

keharusan (Setiady 2010, 77).
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B.

I.

Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana

Pengertian pelaku

. mereka yang dengan beri atau menjanjikan sesuatu dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan,

sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya

melakukan perbuatan.
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II.  Golongan pelaku tindak pidana

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa

orang yanggdapat dinyatakan sebagai pglaku tindak pidana dapat

indak pidana secara

a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya
tindak pidana.

b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen)

Dalam tindak pidana ini setidaknya paling sedikit dua orang,

yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh
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melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana,

tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

Seseorang tidak melakukan suatu perbuatan sendiri, melainkan

a. Pertumbuhan jiwafiy@®tidak sempurna (pasal 44)
b. Perbuatannya dilakukan karena adanya paksaan (pasal 48)

c. Perbuatannya karena disesatkan

a) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya
Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam

tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut mempererat orang
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lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai
alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan

perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat

ang yang memperalat

- ‘\ini\‘ .@3

Yang dimaksud denga®*tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan
adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh ( manus
ministra ) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak

pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena

sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh,demikian
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juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada

pembuata penyuruh ( doen plager ).

2
.
4
o
o
-
J

7 <
= e
|

orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.

3. Orang yang turut melakukan (mede plagen)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama.
Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang

yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan
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(mede plagen). Medepleger merupakan orang yang dengan sengaja

ikut serta melakukan suatu perbuatan. Syarat medepleger yaitu :

a. Secargsadar melakukan kerjasama melakukan tindak pidana

efiggerakan orang

KCH). Syarat-syarat

dalam Pasal 55(1) sub 2e

(pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
4) Orang yang di gerakan harus benar-benar melakukan tindak

pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakan.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawaban maka Pasal 55 (1)

KUHP tersebut tersebut maka di atas kesemua mereka adalah sebagai
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penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan

hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

baik untuk menyelesalka®™ perselisihan maupun untuk meminta
perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan

kejahatan.

Sedangkan Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses
yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas

memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan
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hukum dan/atau menemukan hukum in concreto (hakim menerapkan
peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan

kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan

ol -‘“ A hukum _ma G i menggunakan cara
=S hnpendtthy

e, , at dikatakan
<

=
3
=
[¢]
=)
g
=.

kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah
terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal

ini juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan.
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II. Lembaga Peradilan Di Indonesia

1. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung ( MA ) merupakan lembaga negara badan

fungsinya sebagai bertk

a) Fungsi Peradilan

I.

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung
merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina
keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi

dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan
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undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara
adil, tepat dan benar.

2. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah

perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah
suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan

dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31

Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
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b) Fungsi Pengawasan

1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap

jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan

keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan
teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan
petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan
Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung

Nomor 14 Tahun 1985).
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b. Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang

menyangkut  peradilan (Pasal 36 Undang-undang

Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

atau
pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada
lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang
Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung
memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara
dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35

Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985).
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Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara

RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan

kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden

No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan
finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen
yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-
undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah

kekuasaan Mahkamah Agung.
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2. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung
jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan

Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang

ang Nomor 14

4 Tahun 1985,

« VAR AE Wt

2
. &4

2

&

=t

dan mempum venang lainnya yang diberikan oleh

Undang-Undang

b. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
c. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden member

grasi dan rehabilitasi
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d. Peradilan Umum merupakan lingkungan peradilan di

bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

L& N\

Wy

orang asing).
a8yarakat secara
bih lanjut pada

pngadilan tinggi

atuany

dalam lingkup

1. Memeriksa dan menangani, lalu memutuskan, dan memberikan

penyelesaian perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.
2. Memberikan keterangan yang jelas, pertimbangan yang adil,
dan juga nasihat hukum kepada instansi bersangkutan apabila

diminta.
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b) Perkara-perkara yang menjadi wewenang badan peradilan umum

untuk memeriksanya ialah perkara-perkara yang bersifat umum,

dalam arti :

sebuah lembaga pcradilan di lingkungan Peradilan Umum yang
lebih tinggi dari Pengadilan Negeri dan berkedudukan di ibu
kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap
perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri.

Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama

dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar
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Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan
Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah

hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri

c. Pengadilan

Pengadilan Khusus merupakan pengadilan yang
mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan
memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam
salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di

bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-
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undang. Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus”
antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga,

pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana

berada di tingkat proV @ pengadilan tinggi tata usaha negara
susunan keanggotaannya meliputi hakim anggota, panitera, dan

sekretaris.

Pengadilan tata usaha negara termasuk peradilan yang masih
relatif baru. Ini terbukti dari mulai keberadaannya, serta dinyatakan

menurut UU No. 5 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun
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1991, Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah suatu badan dan

lembaga yang memiliki wewenang dalam proses memeriksa dan

memutuskan semua perkara persengketaan tata usaha negara yang

3. Bidang Function Publique, yaitu merupakan gugatan atau
permohonan yang berkaiatan dan berhubungan dengan
kedudukan status atau yang dimiliki seseorang seperti
terjadinya pemecatan kepegawaian, pemberhentian kontrak atau

hubungan kerja dan lain-lain.
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4. Bidang Hak Asasi Manusia, ini ialah bentuk dari gugatan atau

permohonan  yang berkaitan dengan  berhubungannya

pencabutan hak milik dari seseorang serta penangkapan dan

sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota
atau di ibukota kabupaten dengan susunan anggotanya adalah
pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita.
Kemudian Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan
tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi.

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama berpuncak pada
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Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dengan
susunan anggotanya adalah sebagai berikut pimpinan, hakim

anggota, panitera, dan sekretaris.

“‘

=TT ‘Oé

~

yang akan
pertama dari

ga hak waris,

“\\‘\\Q

-~

hukum Agama

a hak waris yang

5. Pengadilan Militer

Pengadilan Militer khusus bagian untuk mengadili dengan
perkara pidana, terutama untuk Anggota Aparatur Negara Bisa
juga seorang yang dapat disamakan dengan kedudukan TNI dan
Polri. Berdasarkan peraturan perundang- undang Nomor 31 Tahun

1997 bahwa pengadilan ini memiliki wewenang untuk
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melaksanakan dan menjalankan kekuasaan bidang kehakiman di
lingkungan para angkatan bersenjata, yang berkaitan dengan

pertahanan dan keamanan negara.

po-undang Republik

O

\\“‘ .9 ‘ diliter yang

Keamanan Negara
Republik Ind® A, yang penflkan bahwa angkatan bersenjata
mempunyai peradilan~ tersendiri dan komandan-komandan
mempunyai wewenang penyerahan perkara.

Untuk jenis pengadilan ini, terdapat empat tingkatan

pengadilan yaitu pengadilan militer, pengadilan militer tinggi,

pengadilan militer utama dan pengadilan militer pertempuran.
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Adanya empat jenis pengadilan ini didasarkan pada pangkat militer

yang dimiliki oleh tentara itu sendiri, sebagai berikut:

a. Pengadilan militer tingkat pertama, tentara yang diadili

tingkat pengadilan pertama maupun tinggi yang berkaitan
dengan perkara pidana yang mereka lakukan di

pertempuran.

Adapun Wewenang dari Pengadilan Militer ini yakni dapat
Mengadili tindak pidana yang terjadi dan dilakukan apabila

seseorang yang melakukannya pada waktu menjabat sebagai
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seorang prajurit, memeriksa, dan lanjut memutuskan, serta juga

memberi jalan penyelesaian atas sengketa tata usaha para anggota

angkatan bersenjata yang dituntut oleh pihak yang merasa

berada di ruang sidang sewaktu persidangan berlangsung
bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang
tidak menyebabkan kegaduhan atau terhalangnya pengadilan,
sebagimana yang sudah ditentukan dalam penjelasan pasal 218

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. (Bakhri 2014, 67)

b. Asas Praduga Tidak Bersalah
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Salah satu asas terpenting dalam peradilan umum, adalah
asas praduga tidak bersalah. Asas ini termuat pertama Kkali,

dalam pasal 8 Undangundang No. 14 Tahun 1970 tentang

Stice. Sebagaimana
m Acara Pidana.

diberlakukan dan

proses adminitrasi biaya perkara
yang ringandan terlalu  membebaninya. Dalam
prakteknya, ditentukan batasan asas ini sebagaimana
ditentukan dalam surat edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 1992, tanggal 21 Oktober 1992.

(Mulyadi 2007, 14)
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d. Asas Hak Ingkar
Tujuan asas ini, adalah untuk memberikan perlindungan

hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk

hadap seorang

an hal tersebut

persidangan, guna memeriksa secara terang dan jelas, sehingga
perkara dapat diputuskan dengan hadirnya terdakwa. Ketentuan
mengenai hal ini, diatur dalam pasal 154-155 KUHAP,
dipandang sebagai pengecualian asas ini, ialah kemungkinan
putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yakni putusan

verstek atau / in absentia. Tetapi ini hanya merupakan
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pengecualian, yakni dalam pemeriksaan perkara pelanggaran
lalu lintas jalan. Juga dalam hal hukum acara pidana khusus,

sebagaimana dalam Undang-undang No.l1 (PN-PS) tahun

grkara tindak pidana

‘ ‘ ‘ “\“ .ga' ri, Sistem

SRBIFABISLEg, 2
. A

Pembaruan,

ghcenal apa yang
yang bersifat

afh tindak pidana,

Asas memberikan bantuan hukum  seluas-luasnya,
bermakna bahwa setiap orang wajib diberi kesempatan untuk
memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan

guna kepentingan pembelaan.
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h. Asas Pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan

Asas ini mengartikan bahwa pemeriksaan yang secara

langsung di langsung terhadap terdakwa, dan tidak secara

kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ini kerap kali dia lakukan dan
berdampak pada dirinya sendiri dan masyarakat lainnya. Kebiasaan
buruk ini tidak selalu merujuk pada prilaku melanggar hukum,
namun juga prilaku yang bertentangan dengan norma masyarakat,

agama dan gaya hidup positif.
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Alasan hukuman dari pengulangan sabagai dasar
pemberatan hukuman ini adalah bahwa seseorang yang telah

dijatuhi hukuman dan mengulangi lagi melakukan kejahatan,

o % : Cl guk. Jahat karenanya

.
a@‘

idn penjara yang

e waktu tertentu

Tidak diperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi,
artinya: asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun
perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu
akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Berdasarkan

KUHP pasal 486, 487 dan 488, bahwasanya pelaku kejahatan

81



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

residivis umum akan ditambah sepertiga hukuman, apabila
memenuhi syarat berikut :

1) Antara kejahatan satu dengan yang lainnya sudah ada

agan, denda

@k lebih dari 5

diulangi sangat

arls semacam atau

“(2) Jika ketika pelanggaran belum lewat satu tahun
sejak adanya peminadaan yang menjadi tetap karena
pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan
pidana kurungan paling lama tiga hari”

Pasal 495 ayat 2 KUHP menyebut bahwa :

“(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun
sesudah adanya peminadanaan yang menjadi tetap karena
pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan
pidana kurungan paling lama enam hari”.

Pasal 512 ayat 3 KUHP menyebut bahwa :
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“(3) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun
sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena
pelanggaran yang sama, maka dalam hal ayat pertama, pidana
denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama dua
bulan, dan dalam hal ayat kedua, paling lama satu bulan”.

orang mewarisi Beberapa karakteristik orangtua mereka dan
kakek-nenek seperti kecerdasan, memori, kepekaan, warna
kulit, bentuk tubuh, tulang, dan kemampuan untuk belajar
dan lain-lain. Faktor-faktor ini penting karena tidak dapat

dihindari dan tidak ada otoritas untuk memilih atau tidak

memilihnya.
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Faktor individu ini, dibagi lagi menjadi dua, yaitu
faktor eksternal (eksogen) dan internal (endogen). Faktor

eksternal meliputi faktor wusia, status perkawinan,

ternal dari segi
aktor psikologi.
kompleks dan

atan khusus dari

dan Lembaga Hukum Ilainnya. Ini meliputi Lembaga
Peradilan, Undang-Undang dan metode pembinaan di
Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini sangat berdampak pada

proses healing para pelaku pidana sehingga di masa

mendatang mereka tidak akan melakukan tindakan pidana
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lagi dan akan kembali ke tengah kehidupan sosial secara

normal.

c. Influential Social Factors

yang telah di pertimbangkan dalam putusannya. Putusan pengadilan
menurut Pasal 1 ayat (11) KUHAP adalah pernyataan hakim yang
diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau
bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang

diatur dalam undang-undang ini.
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Musyawarah mufakat antara para hakim dilakukan untuk mencapai
seubuah titik temu atau konsensus mengenai suatu perkara pidana serta

status dan peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Tentunya dalam

musyawarah tersebut

@ cg arkan pada

pada proses

o LTSS A Wl

1 perkara agar
ian hukum dan
Berupakan jiwa

is, argumentasi,

dari penemuan hukum oleh hakim. Putusan hakim harus berdasarkan

kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang
pengadilan. Oleh karena itu, dalam merumuskan keputusannya hakim
harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu, dalam hal pemeriksaan

dilakukan dengan hakim majelis, maka musyawarah tersebut harus pula
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berdasarkan apa yang didakwakan dan yang telah dibuktikan. (Husein

2016, 115)

Dalam mengambil putusan, masing-maging Hakim mempunyai hak

kekuatan pembuk Pficntukan terbukti atau tidak/dalil
peristiwa yang diajukan. Bagi Hakim yang penting fakta peristiwa,
bukan hukumnya. Pembuktian adalah ruh bagi putusan Hakim.
2. Tahap kualifisir
Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak
kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai

peristiwa  yang  benar-benar terjadi  harus dikualifisir.
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Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-
benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa,

dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi

yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan”.

Dissenting Opinion menurut Bagir Manan adalah pranata

yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas

putusan pengadilan. Sedangkan menurut Pontang Moerad,

Dissenting Opinion merupakan opini atau pendapat yang dibuat
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oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju

dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis

hakim. Dissenting Opinion merupakan pendapat atau putusan yang

suatu putusan. Dapat disimpulkan apabila Hakim tidak melakukan
salah satu proses dari tahapan tersebut atau gagal melakukan, misalnya
Hakim tidak berhasil melakukan tahap konstatir, karena tidak
menetapkan beban pembuktian dan tidak menilai alat bukti, atau tidak
berhasil melakukan tahap kualifisir, karena tidak menyimpulkan mana

fakta hukum yang terbukti dan apa saja dasar hukum yang berkaitan
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dengan pokok perkara. Ketidak berhasilan pada dua tahap sebelumnya
di atas, sangat berpotensi mengakibatkan ketidak berhasilan dalam

menjatuhkan amar putusan yang merupakan tahap konstituir ini. Untuk

e

berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut
hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.
Putusan bebas dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa dari hasil
pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan
menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Putusan pelepasan

dari segala tuntutan hukum dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa
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perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan
itu bukan merupakan tindak pidana.

Dalam Pasal 183 KUHP menyebutkan bahwa adanya dua alat

A bersalah melakukan
maka pengadilan

didakwakan padanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.
Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP “jika
pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan

pidana”.
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lebih lanjut Pasal 196 ayat (3) menyebutkan, “segera setelah
putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib

memberitahukan kepada terdakwa apa yang yang menjadi haknya,

1.

banding dalam

fdang-undang ini,
& Bl

Pidana atau hukuman yang dijatuhkan dapat berupa kurungan
badan dan/atau denda, sesuai dengan unsur pasal yang

didakwakan kepadanya.
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2. Putusan bebas (vrijsraak/acquittai)

Putusan bebas  (vrijspraak) dan putusan lepas (onslag)

merupakan dua jenis putusan yang berbeda meskipun kedua putusan

3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/onslag van alle
rechtsvervolging

Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP

menyatakan bahwa jika majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan

yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut
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bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas
dari segala tuntutan hukum.

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan

CSARET

]
e
fou
Lo
&

"

<=

surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi
pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana,
misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum

dagang.
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Selain itu dapat dilihat pada penjatuhan Putusan Bebas dan

Putusan lepas oleh seorang hakim atas pelaku suatu tindak pidana

(yang unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti), dapat dibedakan

mertanya). Dalam artian lain bahwa upaya hukum biasa merupakan
upaya hukum yang di pergunakan untuk putusan yang belum
berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup Banding, dan

Kasasi.
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2. Upaya hukum luar biasa Dilakukan terhadap putusan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada asasnya upaya hukum

ini tidak menangguhkan eksekusi. Terdiri dari :

hukum yang

atnya penerapan

Dilakukan terhadap terhadap putusan perkara pidana
yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain
daripada Mahkamah Agung. Tetapi tidak dapat dilakukan
terhadap putusan bebas.

3. Kasasi Demi Kepentingan hukum.
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Dapat dilakukan terhadap semua putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain

daripada Mahkamah Agung (dapat diajukan satu kali

" [ hukum tidak
* 1:’ an peninjauan

aﬁ' hukum kasasi

ebih lanjut dalam Pasal
191 ayat (3) bal - » 0 ada dalam status tahanan
diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali ada alasan lain
yang sah, terdakwa perlu ditahan”. Selanjutnya dalam hal putusan
pemidaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan
menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak
yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam

putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang
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bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, kecuali apabila terdapat

alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan
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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Terha@lap Pasal 40 Ayat (2) Jo Pas@ligl Ayat (2) Huruf A Dan

tetapi suatu kegiatan yang terencafa dan dilakukan secara sungguh-sungguh

berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Ramelan yang merupakan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Khusus, dalam bukunya Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi),

pada halaman 162 yang menyatakan sebagai berikut :
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“ Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-
syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa

surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut

; . & \1 musyawarah terakhir untuk
mengambil kep? pila perlu musyawarah itu diadakan
setelah terdakwa, sakS#"penasihat hukum, penuntut umum dan
hadirin meninggalkan ruangan sidang

4 Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan pada surat
dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di
sidang.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP di atas, Majelis

Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan

memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini:
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1. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum

2. Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan

Hakim tidak gh menjatuhkan pidana kep@ila seorang kecuali apabila

A Dan B UU RI

Anwar Sanusi :

Pasal 21 ayat ( 2 ) huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya,

mengatakan bahwa :

(2) Setiap orang dilarang untuk :
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a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,
memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang
dilindungi dalam keadaan hidup;

b. menyimpan, memiliki, memelihara, = mengangkut, dan
memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

i bersifat alternatif,.s apabila salah satu atau

met

nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
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Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 20 ayat (1)

huruf a dan ayat (2), satwa digolongkan dalam jenis yang dilindungi karena

digolongkan dalam:
1. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
2. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang;

102



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

3. Gajah sumatera dikenal sebagai umbrella species (spesies

payung) yang bermanfaat dalam menjaga keseimbangan

ekosistem di habitat atau wilayah jelajahnya.

ahun 1999 tentang

SN,

lividu di alam;

.&
-
o
tcld
v
o
fod
e
"
",

di persidangan bahwasanya pelaK®#®Bersama rekan-rekannya telah melakukan
perbuatan dengan sengaja membunuh satwa dilindungi yaitu seekor gajah
yang bertujuan mengambil gading gajah, oleh karena itu unsur daripada pasal

21 ayat (2) huruf'a dan b telah terpenubhi.
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Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, mengatakan

bahwa :

DI disay yepepe fup udwnyo(q

nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

Pasal 55 ayat ( 1 ) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan

bahwa :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang
turut serta melakukan perbuatan;

2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan,
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sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain
supaya melakukan perbuatan.

Penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apaabila dalam suatu

tindak pidana tersdlgkut beberapa orang atau lébsh dariseorang. Hubungan

anakan sesuatu

lain untuk

ini juga mempersoalkan perd bungan tiap-tiap peserta dalam suatu
pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap

peserta, agar tindak pidana tersebut dapat diselesaikan

Berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengakui telah bersama-
sama dengan Sukar dan Ari Karyo ( DPO ) membunuh seekor gajah untuk
tujuan mengambil gading gajah tersebut pada hari Rabu tanggal 15 April
2020 sekira pukul 14.00 WIB di dalam lahan masyarakat di lingkungan
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Simpang Kedondong Kelurahan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

Terdakwa berperan sebagai orang yang mengajak Sukar ikut melakukan

pembunuhan terhadap gajah, kemudian membawa peralatan yang gunakan

i Karyo ( DPO

1 secara sah dan

Putusan perkara Nomor 167 / Pid.Sus / 2015 / PN Bls dengan pidana penjara

selama 1 ( satu ) tahun dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta
rupiah ). Hal ini menjadi pertimbangan majelis hakim dipersidangan dengan
keadaan yang memberatkan hukuman karena terdakwa sudah pernah
dihukum  sebelumnya sehingga pada putusan perkaran nomor

303/Pid.B/LH/2020/PN Rgt, majelis hakim menjatuhkan terdakwa anwar
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Sanusi alias ucok bin ( almarhum ) buniran dengan pidana penjara selama 3 (

tiga ) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00

(seratus juta rupiah).

melakukan tindak pidana sctd arusnya hakim memutus hukumannya
sama dengan tuntutan sesuai dakwaan yang saya ajukan. Harapannya seperti
itu tetapi balik lagi kepada keyakinan hakim, karna pembuktiannya melihat
dari dua alat bukti di tambah satu keyakinan hakim. jika hakim berkeyakinan
bahwa terdakwa harus di hukum sekian ya kita pun menerima itu. Namun
jangan sampai putusan hakim tersebut setengah dari tuntutan kita, kalau

Setengah atau dua pertiga dari tuntutan kita, maka wajib upaya hukum.
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Selama itu di luar dua pertiga atau setengah dari tuntutan kita ya tidak

masalah”.

Undang Nomor ahul ) tentang Kekuasaan Kehakiman.
Asas mendengar kedua belah pihak dapat diartikan juga bahwa hakim
tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar,
bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk
mengeluarkan pendapatnya. Hal ini berarti juga bahwa pengakuan alat
bukti harus dilakukan dimuka sidang yang dihadiri oleh kedua belah

pihak.Proses persidangan dapat berjalan dengan seimbang, maka kedua
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belah pihak harus di dengar dan diberikan kesempatan yang sama demi

keadilan. Hakim tidak boleh menerima keterangan hanya dari salah satu

pihak  saja, tanpa terlebih dahulu mendengar dan memberikan

menjatuhkan pidana maksimal karena ya mempertimbangkan juga asas
kemanfaatan, keadilan, kepastian, jadi memang dia bersalah tapi kita harus
melihat dahulu motifnya apa, keluarganya bagaimana, masih punya
tanggungan anak-anak, kalau terlalu lama juga tidak bermanfaat di penjara

yang penting pelaku telah dijatuhi hukuman atas perbuatannya.”
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Peranan pengadilan (hakim) dalam mewujudkan kepastian hukum,
keadilan dan kemanfaatan antara lain dapat dilihat dari putusan-putusan yang

telah dijatuhkan. Proses peradilan sangat tergantung pada hakim di

pengadilan ’ ksanakan tugas dan

‘ ‘ ‘ ‘“I“‘ .0 % arakat dan

n dalam proses
oses peradilan
am melahirkan
putusan-plt grminka : ) keadilan dan

cngayomi harapan dan

harus mengandung

Asas ini meninjau dari sudut yuridis. Kepastian hukum secara
normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat
dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan
logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya
multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik

norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma
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2)

yang mana norma sebagai pernyataan yang menekankan aspek
“seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa

peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang

beai CiiS gnjadi pedoman bagi

:@‘ ‘ ‘ h m\“‘ .93‘ paik dalam

Negara terhadap individu.

(Syahrani 1999, 23) Sifat umum dari aturan-aturan hukum
membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan
keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk
kepastian hukum. (Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian
Filosofis dan Sosiologis) 2002, 82-83)

Asas keadilan hukum (Gerectigheit).
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Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah
kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Keadilan

hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama

entingan  yang

mungkin yang

peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para
anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu,
perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu
substantif (Rahardjo 1996, 77-78). Dalam mengukur sebuah
keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, adil pada

hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan
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kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada

suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka

hukum (equality before the law) (Wantu 2012).

nuraini dengan cara fhatikan keadilan dan keman- faatan
ketika putusan itu telah dijatuhkan (problem denken). Akibat
putusan hakim yang hanya menerapkan pada hukum tanpa
menggunakan hati nuraininya akan berakibat pada kegagalan
menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim

(vonnis) sejatinya di adakan untuk menyelesaikan suatu perkara
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atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.

(Respationo 2013)

Yuliantony yang merupakan Direktur Eksekutif Kantor Yayasan Taman

.’ﬂ kan terhadap

ARAEN

lari pihak kita

berproses revisi

AnaALN

arus diperbaiki.

yang kita butuhkan sekarang adalah efek jera, kalau hanya sekedar itu saja
maka ya Kawasan hutan akan selalu di buka warga untuk menjadi perkebunan
atau yang lain dan satwa yang di lindungi semakin diburu para pelaku demi
nilai jual yang tinggi dari organ satwa dilindungi tersebut. Hal itu juga
membuat kerisauan kita berkenaan dengan Undang-Undang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”.
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“Hewan yang dilindungi, Gajah ini adalah salah satu hewan yang

dilindungi, Penerapan hukumnya menurut saya sudah pas dengan Undang-

undang dan pasal yang terjerat hanya saja yang perlu di kritisi itu sebenarnya

lindungi ini dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, ibarat telah
meminimalisir terjadinya pembunuhan satwa-satwa yang di lindungi.
Regulasinya sudah ada dan aparat penegak hukumnya pun sudah berupaya
semaksimal mungkin menerapkan Undang-undang ini hanya saja kendalanya
ya tidak semua terungkap ke permukaan, hanya segelintir orang aja yang

berhasil di tindak. Untuk pasal yang diterapkan dalam tindak pidana ini sudah
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sesuai dengan perbuatan terdakwa, kalau untuk putusannya ya balik lagi
kepada keyakinan hakim” ujar Siti Rahayu selaku penuntut umum pada

perkara tersebut. Jika peraturan tersebut tidak memberikan efek jera bagi

pelaku ya i 0] pada. i ; u. Jika perundang-

-
’ m“‘“ .#a‘ jadian yang

cara melaksanakan dan mempeftahankan hak dan kewajiban itu. Penegak
hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian
di dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat mempengaruhi penegakan
hukum tersebut. Masyarakat mempunyai kecenderungan yang besar untuk

mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas,

dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi. Salah satu akibatnya adalah
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bahwa baik-buruknya perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut

pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun

proses. (Kusuma 2017)

pelum maksimal, tidak

pelaku yang telah melakukannya berulang-ulang.

“Adanya tuntutan masyarakat yang ingin terdakwa ini di hukum
berat, itu menjadi bahan pertimbangan juga bagi kami dalam memutuskan
perkara tersebut dan juga tak lepas dari asas keadilan, kepastian serta
kemanfaatan tersebut. Banyaknya masyarakat sekitar yang protes jika

pelaku tidak dijatuhi hukuman yang maksimal dengan pertimbangan
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pelaku telah melakukan perbuatannya berulang kali, ini menjadi kendala
bagi majelis hakim dalam menerapkan sanksi pidana pada pasal yang

didakwakan. Ini juga seharusnya menjadi perhatian kita Bersama

Rgt, turut

dimana hukum yang baik dapat mengembangkan masyarakat atau
mengarahkan perkembangan masyarakat. Bagaimanapun juga, fungsi
hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, tergantung kepada

berbagai faktor dalam masyarakat.
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2. Ekonomi Menjadi Motif Kejahatan Tindak Pidana Membunuh Satwa

Di Lindungi

“Kebanyakan motif pelaku yang mendorqng perbuatan tersebut yakni

komplotan pemburu gaja dthbunuh gajah dan kemudian tidak
langsung dieksekusi ditempat melainkan memenggal kepala gajah tersebut
serta  mengeksekusinya jauh dari tempat kejadian yang kemudian
memperniagakan barang buruannya tersebut. Hal ini yang harus
diperhatikan juga, bagaimana suatu hukum ditegakkan sesuai fungsinya
dan memberikan efek jera bagi pelaku serta membuat takut para pelaku

lain agar tidak berfikir melakukan tindak pidana tersebut”.
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Para pelaku kejahatan melakukan tindak pidana perburuan dengan
membunuh satwa yang di lindungi, biasanya dipengaruhi oleh beberapa

faktor dan salah satunya sebagai mata pencaharian yang cepat dan instan

“Terdakwa seolah-olah akukan hal itu memang sadar tetapi
termasuk dalam lingkup semacam organisasi, jadi mereka seperti terbawa
oleh sekelompok pemburu satwa di lindungi seperti gajah ini. Dengan kata
lain, bahwa pelaku Terpaksa melakukan seperti terbawa arus komplotan,
mau keluar pun susah dari komplotan itu. Nah hal tersebutlah yang jadi

permohonan mereka di persidangan. Mereka ini sebenarnya ya tidak mau
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melakukannya lagi tapi karna terus menerus di ajak, mau tidak mau pelaku
akan terlibat Kembali. Dapat dilihat juga, mereka mempunyai senjata

apinya loh, dapat dari mana coba kalau tidak ada yang menggerakkan” ujar

kesehariannya

lalam keadaan
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

penegak hukum & . 3 saional prosedur ( SOP ),
yang mana saat suatu p ‘
penegak hukum akan memutuskan berdasarkan asas kemanfaatan, asas
keadilan, dan asas kepastian hukum dengan mempertimbangkan hal-hal yang
memberatkan serta hal- hal yang meringankan daripada terdakwa.

2. Hambatan atau kendala aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal 40
ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan b UU RI nomor 5 tahun 1990 tentang

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1)
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B. Saran

memberika

KUHP antara lain adanya tuntutan masyarakat atas ketidakpuasan terhadap
putusan perkara nomor 303/PID.B/LH/2020/PN.Rgt, kemudian ekonomi

yang menjadi salah satu motif pelaku tindak pidana membunuh satwa yang di

Berdasatk®a akall penulis dapat

g
ke ﬂ pengecekan dan
=4

lesa yang terletak

tentang konservasi sumber da ayati dan ekosistemnya yang di nilai
telah ketinggalan dari peradaban masyarakat yangmana tindak kejahatan
terhadap satwa yang di lindungi sudah beragam jenisnya. Untuk itu perlu

adanya perubahan terhadap undang-undang tersebut karna hukum seharusnya

mengikuti perkembangan zaman.
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LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara Secara Langsung

A. Wawancara Dengan Direktur Eksekutif Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo

Nama : Yuliantony
Tanggal : 27 Desember 2021
1. n taman nasional tesso
2. 1i, dimana
3. t (2) Jo pasal
Konservasi
at (1) KUHP
4. at (2) huruf a dan
Daya Alam
efektif diterapkan
S. " t (2) Jo pasal 21
o Konservasi
fsalld5 ayat (1) KUHP ?
B. Wawancara Dengan Jur@ 803 / Pid.B /LH / 2020/
PN.Rgt
Nama : Adityas Nugraha, S.H

Tanggal : 28 Desember 2021

1.

Apakah benar bapak selaku Juru bicara hakim pada Pengadilan Negeri
Rengat?

Bagaimana pandangan bapak terkait putusan nomor 303 / Pid.B /LH / 2020/
PN.Rgt yangmana terdakwa atas nama anwar Sanusi telah beberapa kali
terjerat pada kasus dan pasal serupa ?

Bagaimana penerapan pasal pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan
b UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
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Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam putusan Perkara
Nomor 303/ Pid.B/ LH/ 2020/ PN Rgt ini ?

4. Bagaimana tanggapan bapak terkait masyarakat yang kurang terima atas
putusan yang mengadili terdakwa tersebut yang seharusnya bisa
dimaksimalkan sesuai UU yang mengatur.

Hambatan sepertiapa yang dihadapi oleh pengadilan atau diluar sana terhadap

B A

Bagaimana tanggapan ibu'te gan yang mengadili terdakwa justru

<<
- ;ﬁ'ﬁ‘- ara Nomor
) Pid
- [
= @
@ C. Wawancara DofiEag d.B/LH/ 2020/
8 Y pNRat e
E E‘- Namag X ’v
© = 1
= E Tanggal : 04 Ja i
S E S
= 5
o = 2 i Mg
3 = v
g2
w _g
—
w =
& = 3.
B
ﬂ.-
=

lebih ringan dibanding dengan dakwaan penuntut umum ?

5. Apa yang menjadi Hambatan dalam penerapan pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21
ayat (2) hurufa dan b UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ?
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PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS 1i
JALAN RAYA BELILAS — PEMATANG REBA NOMOR 48
KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU (29351)
Telp. (0769) 341058 — 341150
Website: www.pn-rengat.go.id Email: cs@pn-rengat.go.id

SURAT KETERANGAN
4.U4/ 72| /BP.01.01/111/20

ggeri Rengat

Adalah be arsangkutan telah ‘melz di Pengadilan
Negeri Rengat g nulis ‘ ips J jauan terhadap

tindak pidangi@ e rta akukan perbuatan yang dilindungi
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Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo

JI. Parit Indah Ujung, Kompleks Ruko Perumahan Permata Ratu No.3  Tel: +62 761 7874685
Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya , Pekanbaru - Riau-28282 Fax: +62 761 7874686
Email : yayasan_tn_tesscnilo@yahoo.co.id; web site : www.ytntn.org

SURAT KETERANGAN PENGAMBILAN DATA

No. 01/YTNTN-DE/SK/I1I/2022

Nama

Jabatan
Lembaga 3 e
Alamat ko e Ratu No.3

pl Tesso Nilo yang
@linjauan Terhadap
#Dilindungi Dalam
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. asiswa tersebut
untuk me il data da 1 ma: da Kejaksaz gg alam bahan penulisan

proposal/ ana turut serta

melakukan pe 2 : sa gl dalam keadaan hidup

B s, ST MEL

Jaksa utém;;@;ﬁa Nip. 19700111 199803 1 010

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau;
(sebagai laporan)

2. Asisten Bidang Pengawasan Kejati Rlau;

3. Arsip.
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